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A. Latar Belakang

Globalisasi dalam perkembangannya telah membawa dampak
negatif pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dampak negatif
tersebut pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan
nasional Indonesia. Persoalan-persoalan di atas menunjukkan bahwa
akibat globalisasi telah terjadi perkembangan spektrum ancamanterhadap
keamanan nasional yang tidak hanya meliputi sektor militer malainkan
meliputi keamanan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan
lingkungan.*

Pada era globalisasi transportasi merupakan salah satu kebutuhan
pokok dan penting. Dalam berlalu lintas masyarakat seringkali
mengabaikan rambu lalu lintas yang ada khususnya rambu lalu lintas
yang ada di persimpangan jalan raya. Seperti yang telah diketahui, untuk
meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kemajuan
teknologi di era globalisasi telah membawa kemajuan teknologi yang
mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah
dalam hal berlalu lintas. Penggunaan sistem pengawasan dengan CCTV

(close circuit television) merupakan bentuk kemajuan di dunia lalu lintas

1 Berry Buzan, Ole Waever,dan Jaap de Wilde, Security A New Framework for Analysis,Lynne
Rienner Publisher, United Kingdom, 1998, h. 8-9.



saat ini. Hal ini termasuk di Kota Purwodadi. Hal ini merupakan
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Teknologi berkembang sangat cepat seperti yang terjadi saat ini,
yaitu yang dulunya untuk mengawasi tertib lalu lintas hanya dilakukan
oleh pekerja pemerintah seperti polisi lalu lintas, namun sekarang sudah
ada sistem pengawasan jarak jauh untuk memantau ketertiban dalam
berlalu lintas serta masalah-masalah yang ada dijalan-jalan khususnya
persimpangan jalan yaitu menggunakan CCTV (close circuit television).2

Pemerintah juga memasang CCTV pada semua titik daerah yang
dianggap rawan. Namun demikian hal ini belum mampu dikatakan efektif
seutuhnya. Persoalan berupa ‘masih 'minimnya pengetahuan dan
kesadaran sebagian masyarakat Grobogan terkait kedisiplinan berlalu
lintas serta minimnya sarana dan pra sarana terkait Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE). Hingga saat ini menjadi persoalan tersendiri.® Hal
ini ditunjukan dengan adanya jumlah pelanggaran lalu lintas di Grobogan

pada tahun 2020 sebesar 891.525 pelanggaran.*

2 Lathifah Hanim, Engaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian
Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum Vol.
11 Edisi Khusus Februari 2011, him. 59-61.

% Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam
Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember
2017, him. 729-730.

4 AKP Sri Murtini, Wawancara Pribadi Dengan Kasat Lantas Kepolisian Resor Grobogan Pada
20 Mei 2021.



Sehingga perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS SECARA

ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU

LINTAS (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES GROBOGAN)”.

Rumusan Masalah

1.

Apakah pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara elektronik telah
efektiv dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres
Grobogan?

Apa hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan lalu
linatas secara elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu
lintas di Polres Grobogan?

Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di masa
yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas

di wilayah Polres Grobogan?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan lalu lintas secara
elektronik telah efektiv dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di
wilayah Polres Grobogan;

Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan
pengawasan lalu linatas secara elektronik dalam upaya mengurangi

pelanggaran lalu lintas di Polres Grobogan;



3. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang ideal di
masa yang akan datang dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu
lintas di wilayah Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

1.  Secara teoritis untuk memberikan pembaharuan pemikiran dalam
ilmu hukum lalulintas terkait kemajuan sistem pengawasan
lalulintas diera digital saat ini.

2. Secara paraktis penelitian disertasi ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan perda terkait
pengawasan lalulintas di era digital saat ini.

E. Kerangka Konseptual
1. Efektifitas

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu
penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian
memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan
pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang,
maka hukum tersebut menjadi disfungsional. Seorang ahli sosiologi
hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan
Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang
bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang
melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan

bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai



pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan
sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai
macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.®
Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009
didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu
Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan
adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan,
orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum
dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan
mempunyai. peranan yang sangat penting -dalam mendukung
pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan
angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perananya untuk
menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban
berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pembangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka

kecelakaan.

® Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004.

Hal.192-193.



3. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang
berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.
Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya
(akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu
Undang-Undang atau peraturan.®

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia
diperankan untuk memantau.” Jika dilihat dari sudut hukum, yang
dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu
polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti
terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.
Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi
hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan
dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of

social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di

SAlwi Hasan, Op.Cit., h. 284.

"Ibid.,



dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang
serasi antara stabilitas dan perubahan di dalammasyarakat. Selain itu
hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social
engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan
dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola
pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam
pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum
merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana
hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya, Kita akan mengatakan bahwa -aturan hukum yang
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan
aturan yang ditaati itu efektif, tetapi Kkita tetap masih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang
menaati atau  tidak suatu aturan hukum = tergantung pada
kepentingannya.® Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya,
bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang

bersifat compliance, identification, internalization.

8Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, h. 375.



Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap

hukum secara umum antara lain :°

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum
itu.

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka
seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur)
lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat
mengharuskan (mandatur).

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan
dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

f.  Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan

°Ibid.,h. 376.



sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati,
oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap
tahapan  (penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, dan
penghukuman).

Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud
larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum
yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-
orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum,
juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat
penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal
di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S.

Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan

ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan

terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat

bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

Bagaimana Kketaatan terhadap hukum secara umum dan

kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;



b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan
kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-
undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu
perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan,
antara lain :

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan
didalam masyarakatnya.

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai
sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya
kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan peran,
wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam
penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun

dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
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Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur

efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :*°

a. Kelemahan Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan
keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim
memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja
maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika
melihat = suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya
keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan
sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat
untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum,

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas

10 Sperjono Soekanto, Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007,h. 5.

11



atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan
wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau
perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan
lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak
hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat
penegak hukum tersebut.

Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat
lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa
para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila
tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang
proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai
peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa
adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan
yang aktual.

Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.
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Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang
merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang
dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk
(sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan
dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu
berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang
dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang
mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum
perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum
perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan

eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum,
serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari
lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan
penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal

ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh
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penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak
hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan
panutan oleh masyarakat luas.
4. CCTV
CCTV merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses
oleh pemasang. Sistem kerja kamera CCTV (close circuit television)
adalah mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video
dan suara ke sebuah monitor atau video recorder.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri
dari komponen struktur, substansi dan kultur.!

a.  Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh
sistem hukum itu dengan berbagal macam fungsi dalam rangka
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini
dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan
hukum secara teratur.

b.  Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum,

berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang

11 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2011), h. 28.
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digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

c.  Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap,
persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang
mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman
disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga
masyarakat.

Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris)
yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum
Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif,
diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar
bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa
prihatin  dengan rendahnya Kkontribusi ilmu hukum dalam
mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk
krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis
hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di
dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan

sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan
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untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia,
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.'?

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo
tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang
radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah
peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna,
terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan
dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif
adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir
maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan
hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi
kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasan atau
keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum
bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua
rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam
situasi ilmu-ilmu - sosial, termasuk —ilmu-—hukum, meski tidak
sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya tejadi perubahan
yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan

kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-

12 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta:
Muhammadiyah Press University, 2004
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kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai
pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut
memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan
tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian
lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap
kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara
spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang
pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif
adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan
untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu,
hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau
rechtsdogmatiek. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam
hukum dan membicarakan serta-melakukan analisis ke dalam,
khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai
sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang
mana dalam responsif ini- hukum- akan selalu dikaitkan pada tujuan-
tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .2

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja,

tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi

13 Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico, 1992,h.12
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memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang
mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk
manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada
pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum
adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum
adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum
dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku,
sehingga bersifat sangat “apa adanya” (das Sein), tetapi sebaliknya
teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum
positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-
dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga
berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat
hukum sebagai “apa yang semestinya” (das Sollen). Dengan
perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu
aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih
mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau
kaidah hukum.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang
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berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai
dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara
sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti
secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data
atau bahan yang diperoleh.!*

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran
tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih!® terkait
persoalan kebijakan penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh
penelitian ini berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti
secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian
hukum kualitatif ini-adalah metode pendekatan yuridis sosiologis,
yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui
wawancara secara langsung dengan informan secara empiris

terlebih -dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

4 Bambang Sunggono, 2006. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Grafindo Persada, h.
116.

BAlterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. Metode Penelitian Sosial Suatu
Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. Bandung : Remaja Rosda Karya. h 63
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penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan

melalui langkah teoritik.®

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a.

Data Primer
Data yang diperoleh dari keterangan dan informasi dari
responden secara langsung yang memahami tentang
pengawasan lalu lintas secara elektronik.
Data Sekunder
Data yang berasal dari studi kepustakaan, berupa literature
yang terkait dengan tentang pengawasan lalu lintas secara
elektronik, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait bantuan hukum, yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
€c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang

Kepolisian;

18 Ibid, h. 7
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d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

e) Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel,
hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/
simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait
dengan pembahasan mengenai tentang pengawasan lalu
lintas sccara elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti
kamus dan ensiklopedia tentang kewenangan penegakan
hukum terkait tentang pengawasan lalu lintas secara
elektronik.

4.  Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama
akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian
hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan
kebijakan terkait persoalan tentang pengawasan lalu lintas
secara elektronik.

b.  Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini
kemudian  dilakukan  observasi  dilapangan  untuk
mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan
ketidakadilan ~ akibat persoalan  penyebaran tentang
pengawasan lalu lintas secara elektronik.

c.  Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi
langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan
wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini
akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan
para informan. Wawancara merupakan instrumen utama
untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil
wawancara dari key informan (informan utama). Informan
utama ditentukan berdasarkan sampel atau purposive
sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data
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Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan
dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran
deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang dijadikan
landasan dan dan kaidah umum, kemudian disimpulkan apakah
sesuai atau tidak sesuai.'’

Dalam menganalisis data hukum, diterapkan teknik analisis isi
secara kualitatif. Metode data dilakukan dengan mendeskripsikan
bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan
menggunakan content analysis. Kemudian melakukan bongkar
pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang
telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan

yang utuh.®

H. Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan,

.Bab 1l adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan

variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab Il ini

ialah penjelasan terkait system, penjelasan terkait kebijakan, penjelasan

17 Log, cit.
18 | oc, cit.
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